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SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA
Perihal : Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek 8y&&ni Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bankndai@do Nomor
11/29/PBI1/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang FasilPendanaan Jangka Pendek
Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Leambddegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 107, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 5033), maka perlu diatur lebih darijetentuan pelaksanaan
mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek sydudah Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah sebagai berikut:

l. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indanssbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199@ng Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir detpmlang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009;

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutngabdi BPRS
adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagainmaa&siid dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbaBianah;

3. Rasio...



Rasio Kebutuhan Kas adalah perhitungan kebutuhanBRRS yang
didasarkan pada perbandingan antara alat likuidipaerkas, dan
antarbank aktiva yang tidak diblokir yaitu girobtgéagan dan deposito
jatuh tempo dengan kewajiban likuid berupa kewajibsegera,
simpanan dana nasabah tidak terkait yaitu tabudgandeposito jatuh
tempo serta antarbank pasiva tidak terkait yaiburtgan dan deposito
jatuh tempo;
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, yaagjgala disebut
FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan pPi@ysiriah dari
Bank Indonesia kepada BPRS untuk mengatasi kesytieadanaan
jangka pendek yang dialami oleh BPRS;
Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan dyalami
BPRS yang disebabkan oleh terjadinya arus dana kmgesng lebih
kecil dibandingkan dengan arus dana keloasrfiatch);
Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya diseBBi adalah surat
berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkegh dBank
Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka \pakilek;
Surat Utang Negara, yang selanjutnya disebut SUBlahdsurat
berharga yang berupa surat pengakuan utang dalaanuaag Rupiah
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya olehaideRepublik
Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya;
Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnygbdisSBSN, atau
dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berhasgmran yang
diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, dalam ma&ag Rupiah,
sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadaj>BSHY;
Obligasi Syariah Korporasi atau dapat disebut Sukokporasi adalah
surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yaegotkan oleh badan
usaha milik negara atau badan usaha swasta damauddhakan di
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

10. Pembiayaan.



10. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dima&isud dndang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 3Byaria

PERSYARATAN PERMOHONAN FPJPS

1. BPRS yang dapat mengajukan permohonan FPJPS kepadk
Indonesia adalah BPRS yang mengalami Kesulitan d&exath Jangka
Pendek dan memiliki agunan yang berkualitas timggigan nilai yang
memadai.

2. BPRS sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus mémeériteria
sebagai berikut:

a. peringkat komposit tingkat kesehatan menurut hasililaian Bank
Indonesia, paling kurang 3 (PK-3) selama 2 (deaijople terakhir;

b. peringkat faktor manajemen tingkat kesehatan menurasil
penilaian Bank Indonesia, paling kurang C selam@ua) periode
terakhir; dan

c. memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empald) hari
kalender terakhir.

3. BPRS memiliki arus kas harian negatif selama 14pénielas) hari
kalender terakhir, apabila jumlah seluruh penerimkas lebih kecil
dibandingkan dengan jumlah seluruh pengeluaranpkas hari yang
sama, selama 14 (empat belas) hari kalender terakbelum tanggal
permohonan FPJPS. Perhitungan kas harian negdéik tiermasuk

untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

4. Jenis agunan dalam permohonan FPJPS berupa askiaiaam milik

BPRS atau surat berharga yang dimiliki oleh pemggaham BPRS.
Aset Pembiayaan milik BPRS atau surat berharga yhamgiki oleh
pemegang saham BPRS, yang akan dipergunakan selgagan FPJPS

harus bebas dari segala bentuk perikatan, senghatatidak sedang

dijaminkan ...



dijaminkan kepada pihak lain. Surat berharga mpémegang saham
BPRS hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJRfiaapaet
Pembiayaan yang dimiliki BPRS tidak mencukupi untoienjadi
agunan FPJPS.

5. BPRS wajib mengganti dan/atau menambah agunan FRBpBSila
objek yang dijadikan sebagai agunan FPJPS terrdiattahui tidak
memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJPS.

. KARAKTERISTIK FPJPS
1. Jumlah FPJPS

FPJPS diberikan kepada BPRS dalam bentuk plafomgpdlanyak
sebesar kebutuhan dana untuk mencapai Rasio Kelrugs sebesar
10% (sepuluh persen).
Contoh:
Pada tanggal 20 Januari 2010, BPRS mengajukan peman FPJPS
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiahgio R&butuhan Kas
BPRS pada tanggal 20 Januari 2010 adalah sebesé#tigz¥persen),
dengan perhitungan sebagai berikut:

Pos-pos Tertentu Nominal (dalam ribuan Rp)
A. ASET LANCAR
1. Kas 10,00(
2. Antarbank Aktiva (yang tidak diblokir)
a. Giro 40C
b. Tabungan 15,300
c. Deposito jatuh tempo 1,000
JUMLAH ASET LANCAR 26,70(
B. KEWAJIBAN LANCAR
1. Kewajiban Sege! 15,00(
2. Simpanan dana nasababh (tidak terkait)
a. Deposito jatuh tempo 75,000
b. Tabunga 550,00(
3. Antarbank Pasiva (tidak terkait)
a. Deposito jatuh temg 75,000
b. Tabungan 175,000
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 890,00(
Rasio Kebutuhan Kas (A : B) x 10( 3.00%

Jumlah ...



Jumlah plafon FPJPS yang dapat diberikan kepadaSBR&alah
sebesar (10%-3%) x Rp890.000.000,00 = Rp62.30M000=Nnam
puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). DenganngdaFPJPS tersebut,
maka jumlah aset lancar BPRS menjadi sebesar Rp&9@D,00
(delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Rasio Keéman Kas
mencapai 10% (sepuluh persen).

2. Jangka waktu FPJPS

a. Jangka waktu setiap FPJPS adalah paling lama@® ({tiluh) hari
kalender. Dalam hal tanggal jatuh tempo FPJPS jpada hari
Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka pessabhn FPJPS
dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Jangka waktu FPJPS dapat diperpanjang secara uidricut
dengan jangka waktu masing-masing paling lama iga (uluh)
hari kalender, sehingga jangka waktu keseluruhadPBPpaling
lama adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender ydihgung sejak
pertama kali BPRS menerima FPJPS.

Contoh

Perjanjian pemberian FPJPS ditandatangani padagdbnd
Desember 2009 dengan jangka waktu 30 (tiga pulah)Kalender
sehingga jatuh tempo FPJPS adalah pada tanggale3@niber
20009.

Apabila BPRS mengajukan permohonan perpanjangarP3PJ
untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendern datas
permohonan perpanjangan FPJPS tersebut disetughi Bhnk
Indonesia, maka tanggal jatuh tempo FPJPS adada fanggal
29 Januari 2010.

Apabila BPRS mengajukan permohonan perpanjangarP3PJ
kedua untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kdkEandan atas
permohonan perpanjangan FPJPS tersebut disetughi Bhnk

Indonesia...



Indonesia, maka tanggal jatuh tempo FPJPS adatihtpaggal 28
Februari 2010.

Mengingat tanggal 28 Februari 2010 jatuh padaMarggu, maka
penyelesaian FPJPS dilakukan pada hari Senin thrdgddaret
2010.

3. Agunan FPJPS

a. Agunan berupa aset Pembiayaan

1)

2)

3)

4)

Kriteria aset Pembiayaan yang dapat digunakan sebggnan
FPJPS adalah sebagai berikut:
a) memiliki akad Pembiayaan yang masih berlaku selama
jangka waktu FPJPS;
b) memiliki kolektibilitas lancar selama paling kura8dtiga)
bulan terakhir;
c) memiliki agunan;
d) bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkajaten
BPRS; dan
e) memiliki saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi piraf
pembiayaan dan Batas Maksimum Penyaluran Dana
(BMPD) yang berlaku bagi BPRS.
Nilai agunan dalam bentuk aset Pembiayaan palingniu
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari pl&fIPS
yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pemdomaya
Kolektibilitas Pembiayaan pada butir 1) huruf bylasarkan
pada laporan bulanan yang disampaikan BPRS kepad& B
Indonesia. Kualitas Pembiayaan yang dilaporkanndadgporan
bulanan BPRS harus telah menyesuaikan dengan hasil
pemeriksaan Bank Indonesia.
Agunan atas Pembiayaan sebagaimana dimaksud p#dd)ou
huruf c), berupa:
a) aktiva ...



a) aktiva tetap antara lain berupa tanah dan/atau upeamg

atau

b) aktiva tidak tetap antara lain berupa kendaraamabiar,

surat keputusan pengangkatan/pensiun pegawali.

5) Penentuan besarnya saldo pokok aset Pembiayaam dala

perhitungan agunan FPJPS disesuaikan dengan j&ad a

Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, sebagat:beri

a)

b)

d)

Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabataddlah
sebesar saldo piutang dikurangi dengan saldo mggegig
ditangguhkan, yang dilaporkan BPRS dalam laporan
Bulanan BPRS Form-04 (Daftar Rincian Piutang
Murabahah);

Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Salam adal
sebesar saldo piutang yang dilaporkan BPRS dalponda
Bulanan BPRS Form-05 (Daftar Rincian Piutang Salam)
Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Istishadalah
sebesar saldo piutang dikurangi dengan saldo mggegig
ditangguhkan yang dilaporkan BPRS dalam laporan
Bulanan BPRS Form-06 (Daftar Rincian Piutang Isizs))
Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah atau
Musyarakah adalah sebesar saldo pembiayaan yang
dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-07
(Daftar Rincian Pembiayaan);

Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ljarah ataa sew
beli dalam bentuk ljarah Muntahiya Bittamlik adalah
sebesar harga perolehan aktiva ljarah dikurangmalkasi
penyusutan/amortisasi, yang dilaporkan BPRS dalam

laporan Bulanan BPRS Form-08 (Daftar Rincian ljgrah

f) Transaksi..



f) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang ®ard
adalah sebesar saldo piutang yang dilaporkan BRiRSnd
laporan Bulanan BPRS Form-09 (Daftar Rincian
Pembiayaan);

g) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ljaralikunt
transaksi multijasa adalah sebesar saldo piutakgatigi
dengan pendapatan multijasa yang ditangguhkan, yang
dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-20
(Daftar Rincian Piutang Transaksi Multijasa).

Format laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksadnda

huruf a) sampai dengan huruf g) merujuk pada ketanBank

Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulan&5BP

Contoh perhitungan nilai _aset Pembiayaan sebaganasg

FPJPS:

BPRS mengajukan permohonan pemberian FPJPS sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jumlahosalokok

Pembiayaan yang diserahkan sebagai agunan FPJR&h ad

piutang  Murabahah dengan saldo pokok sebesar
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pegaan
Musyarakah dengan saldo pokok sebesar Rp50.000@00,
(lima puluh juta rupiah) dan ljarah dengan saldkgikosebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), (kosisi
jenis akad Pembiayaan dapat berubah-ubah).

6) BPRS wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS
dalam hal terjadi penurunan kolektibilitas aset Biayaan
sebagaimana dimaksud butir 3.a. 1) b) dan/atawrpean
nilai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud padadusir2).

b. Agunan berupa surat berharga yang dimiliki oleh ggamg saham

BPRS
Surat...



Surat berharga milik pemegang saham BPRS yang dgpdikan
sebagai agunan FPJPS adalah SBI, SUN, SBSN daraiggasi
Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi).
1) Agunan berupa SBI
a) Nilai agunan didasarkan pada nilai jual SBI padat sa
permohonan FPJPS.
b) Nilai agunan pada butir a) ditetapkan paling akgy
sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS.
c) Nilai jual SBI dihitung berdasarkan nominal daarga
setiap seri SBI sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS
d) Harga setiap seri SBI ditetapkan oleh Bank Iedon
dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingka
diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktapsstri
SBI.
e) Sisa jangka waktu SBI pada saat FPJPS jatuhotemp
adalah paling singkat 2 (dua) hari kerja

Contoh perhitungan nilai agunan SBI:

SBI 3 bulan dengan seri IDBIxxxxxxxxx dengan kaeaistik:
nilai nominal Rp50.000.000,00, rata-rata tertimbdimgkat
diskonto saat penerbitan 7,83333%, sisa jangkaun&kthari,

dengan harga 98,75369 (sebagaimana tercantum dglam

SSSS).

Perhitungan Nilai Jual SBI dihitung berdasarkarmghasetiap
seri SBI:

Nilai Jual SBI = Rp50.000.000,00 x 98,75369% =

Rp49.376.845,00.
Dengan demikian, plafon FPJPS adalah paling basgbksar
Rp49.376.845,00.

2) Agunan...



2)
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Agunan berupa SBSN atau SUN

a) Nilai agunan didasarkan pada nilai pasar SB&N &tUN
pada saat permohonan.

b) Nilai agunan pada butir a) ditetapkan paling akgy
sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon&-Bagt
permohonan FPJPS.

c) Nilai pasar dihitung berdasarkan nominal dargaaetiap
seri SBSN atau SUN sebagaimana tercantum dalam BI-
SSSS.

d) Harga setiap seri SBSN atau SUN ditetapkan Blahk
Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar
masing-masing jenis dan seri SBSN atau SUN yang
diagunkan.

e) Sisa jangka waktu SBSN atau SUN pada saat HRHS
tempo adalah paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja

Contoh perhitungan nilai agunan SBSN:

SBSN seri IFRxxxx dengan karakteristik : 100 umilg|

nominal 100 juta), sisa jangka waktu 1500 hari,gdenharga

92,01250% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS).

Nilai Pasar SBSN yang dimiliki dihitung sebagaiiket:

= Rp100.000.000,00 x 92,01250% = Rp92.012.500,00

Nilai agunan ¢ash value) ditetapkan sebesar 105% dari Nilai

Pasar SBSN, vyaitu : Rp92.012.500,00 x 100/105 =

Rp87.630.952,38.

Dengan demikian, plafon FPJPS adalah paling basgbksar

Rp87.630.952,38.

Contoh perhitungan nilai agunan SUN:

(1) Obligasi Negara (ON) seri FRxxxx dengan karaktirist

50 unit (nilai nominal Rp50 juta), sisa jangka waRt686

hari ...



3)
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hari, dengan harga 108,05988% (sebagaimana tencantu
dalam BI-SSSS).

(2) ON seri ZCxxxx gero coupon bond) dengan karakteristik:
50 unit (nilai nominal Rp50 juta), sisa jangka wakR7
hari, dengan harga 89,19250% (sebagaimana tercantum
dalam BI-SSSS).

(3) SPN seri SPNxxxxxxxxxx dengan karakteristik: 50tuni
(nilai nominal Rp50 juta), sisa jangka waktu 35iha
dengan harga 93,99088% (sebagaimana tercantum dalam
BI-SSSS).

Nilai Pasar SUN dihitung sebagai berikut:

(1) Nilai Pasar ON = Rp50.000.000,00 x 108,05988% =
Rp54.029.940,00

(2) Nilai Pasar ON. = Rp50.000.000,00 x 89,19250% =
Rp44.596.250,00

(3) Nilai Pasar SPN = Rp50.000.000,00 x 93,99088% =
Rp46.995.440,00

Jumlah Nilai Pasar SUN (at+b+c) = Rp145.621.630,00

Nilai agunan ¢ash value) ditetapkan sebesar 105% dari Nilai

Pasar SUN, yaitu :

= {( Rp54.029.940,00 + Rp44.596.250,00 +

Rp46.995.440,00 ) x 100/105}

= Rpl138.687.266,67.

Dengan demikian, plafon FPJPS adalah paling basgh&sar

Rpl138.687.266,67.

Agunan berupa Obligasi Syariah Korporasi (Sukaokporasi)

a) Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) yatapat
dijadikan sebagai agunan FPJPS harus memenuhirite
sebagai berikut:

i. memilki ...



b)

d)
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memiliki sisa jangka waktu paling kurang 90
(sembilan puluh) hari pada saat permohonan FPJPS;
aktif diperdagangkan, yaitu pernah diperdadiamg

di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari
kalender terakhir; dan

memiliki peringkat paling kurang 3 (tiga) pegkat
(notch) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir
berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat
yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku.

Nilai agunan didasarkan pada nilai pasar Ohli§gariah

Korporasi (Sukuk Korporasi) pada saat permohonan
FPJPS.

Nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar:

135% (seratus tiga puluh lima persen) dari piafo
FPJPS pada saat permohonan FPJPS untuk Obligasi
Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dengan
peringkat teratas;

140% (seratus empat puluh persen) dari plaflBaRs
pada saat permohonan FPJPS untuk Obligasi Syariah
Korporasi (Sukuk Korporasi) dengan peringkat kedua
teratas; dan

145% (seratus empat puluh lima persen) daaiqoi
FPJPS pada saat permohonan FPJPS untuk Obligasi
Syariah  Korporasi (Sukuk Korporasi) dengan

peringkat ketiga teratas.

Nilai pasar Obligasi Syariah Korporasi (Sukukrparasi)

dihitung berdasarkan harga transaksi terkini disBUgfek

Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender teirak

Contoh...
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Contoh perhitungan nilai agunan Obligasi Syarialpdoasi

(Sukuk Korporasi):
(1) Obligasi Syariah Korporasi PT. ABC tahun 2006 sari

dengan karakteristik : nilai nominal Rp100 jutasasi

jangka waktu 3.686 hari, dengan harga 100,930%xgrat
peringkat teratas (misal idAAA).

(2) Obligasi Syariah Korporasi PT. XYZ tahun 2005 sexi
dengan karakteristik : nilai nominal Rp100 jutasasi
jangka waktu 527 hari, dengan harga 93,303%, rating
peringkat kedua teratas (misal idAA+).

(3) Obligasi Syariah Korporasi PT. JKL tahun 2005 seri
dengan karakteristik : nilai nominal Rp100 jutasasi
jangka waktu 351 hari, dengan harga 90,500%, rating
peringkat ketiga teratas (misal idAA).

Nilai Pasar Obligasi Syariah Korporasi dihitung agdn

berikut:

(1) Nilai Pasar Obligasi Syariah Korporasi PT. ABC tahu

2006 seri xx

= Rp100.000.000,00 x 100,930% = Rp100.930.000,00
(2) Nilai Pasar Obligasi Syariah Korporasi PT. XYZ tahu

2005 seri xx

= Rp100.000.000,00 x 93,303% = Rp93.303.000,00
(3) Nilai Pasar Obligasi Syariah Korporasi PT. JKL tahu

2005 seri xx

= Rp100.000.000,00 x 90,500% = Rp90.500.000,00
Nilai agunan ¢ash value) ditetapkan sebesar :
= {(Rp100.930.000,00 x 100/135) + (Rp93.303.000,00

x 100/140) + (Rp90.500.000,00 x 100/145)} =

= Rp203.821.756,07

Total ...



4.
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Total nilai agunan sebesar Rp203.821.756,07
Dengan demikian, plafon FPJPS adalah paling basgbksar
Rp203.821.756,07

Imbalan FPJPS
Bank Indonesia mengenakan imbalan atas FPJPS ytergnd oleh

BPRS yang dihitung berdasarkan jumlah pokok FPiR§kat realisasi

imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia ¢amlah hari

penggunaan FPJPS. Rumus perhitungan besarnya mb&dPS

adalah sebagai berikut:
X=P xR xkxt/360

dimana:

X Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia

P Jumlah pokok FPJPS;

R Realisasi tingkat imbalan sebelum didistribasik periode
terakhir pada BPRS penerima FPJPS. Realisasi tinghslan
didasarkan pada laporan keuangan publikasi teralhing
disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia setiap l&mwu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesreg@emai
transparansi kondisi keuangan BPRS.

K Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia, yartgtdpkan sebesar

90% (sembilan puluh persen); dan

Jumlah hari penggunaan FPJPS. Perhitungan ajuniari
penggunaan FPJPS dihitung berdasarkan hari kaletniis
termasuk perpanjangan masa penyelesaian FPJPSa latgh
tempo FPJPS tersebut bertepatan dengan hari Sdiiggu

dan/atau hari libur nasional.

Contoh ...



Contoh 1:

Pada tanggal 1 Januari 2010 BPRS mendapatkan F&aMPBank
Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 dengan jandgia W@ (sepuluh)

hari atau jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2D&Agan demikian
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sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenaptaensi kondisi

keuangan BPRS, laporan keuangan publikasi trivasigosisi terakhir

yang diterima oleh Bank Indonesia, adalah posidarb September

2009 sebagai berikut:

Tabel Distribusi Bagi Hasil

(dalam ribuan Rp)

Pendapatan
Jenis Penghimpunan Saldo Rata-Rata yang harus
dibagi hasil
C. Giro Wadiah 0 0
D. Tabungan Mudharabah 1.000.0p0 10.000
E. Deposito Mudharabah
- 1hbulan 2.000.000 16.00(
- 3bulan 3.000.000 25.00(
- 6 bulan 2.500.000 18.00(
- 12 bulan 1.500.000 14.333
TOTAL 10.000.000 83.333
Realisasi tingkat imbalan sebelun¥ 83.333/10.000.000 x 12 x 100%
didistribusikan (R) =10%

Perhitungan nilai imbalan FPJPS adalah sebagd&uberi

P =Rpl100.000.000,00
R =10%

k =90%

t =10

Jumlah ...



Jumlah imbalan FPJPS:

= Rp100.000.000,00 x 10% x 90% x 10/360

= Rp250.000,00

Contoh 2:

Pada tanggal 19 Maret 2010 BPRS (yang laporan keumenya tidak
wajib diaudit oleh Akuntan Publik) mendapatkan F®J&ari Bank
Indonesia sebesar Rpl100.000.000,00 dengan jangk#u v@® (tiga
puluh) hari kalender atau jatuh tempo pada tanggahpril 2010 (hari
Sabtu). Penyelesaian FPJPS dilakukan pada hgailienikutnya, yaitu

pada hari Senin tanggal 19 April 2010.
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Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Bank |sdomeengenai

transparansi kondisi keuangan BPRS, laporan kewuarmblikasi

triwulanan posisi terakhir yang diterima oleh Bamkionesia adalah

posisi bulan Desember 2009 sebagai berikut:

Tabel Distribusi Baqgi Hasil

(dalam ribuan Rp)

Pendapatan
Jenis Penghimpunan Saldo Rata-Rata yang harus
dibagi hasil
A. Giro Wadiah 0 0
B. Tabungan Mudharabah 1.000.000 10.000
C. Deposito Mudharabah
- 1 bulan 2.000.000 16.000
- 3 bulan 3.000.000 25.000
- 6 bulan 2.500.000 18.000
- 12 bulan 1.500.000 14.333
TOTAL 10.000.000 83.333

Realisasi tingkat imbalan sebely

didistribusikan (R)

mr 83.333/10.000.000 x 12 x 100%

=10%

Perhitungan...
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Perhitungan jumlah hari penggunaan FPJPS:

Jumlah hari penggunaan dihitung dari tanggal 19emMa010 sampai
dengan 17 April 2010 atau sebanyak 30 (tiga puhdy). Karena
tanggal 17 April 2010 adalah hari Sabtu, maka plEsaian FPJPS
dilakukan pada hari kerja berikutnya, yaitu pada Benin tanggal 19
April 2010, dengan jumlah hari penggunaan tetapsgdk 30 (tiga
puluh) hari, dan bukan 32 (tiga puluh dua) hari.

Perhitungan nilai imbalan FPJPS adalah sebag&uberi

P =Rpl100.000.000,00

R =10%

k =90%

t =30 (bukan 32)

Jumlah imbalan FPJPS:

= Rp100.000.000,00 x 10% x 90% x 30/360

= Rp750.000,00

IV. TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN FPJPS
1. BPRS mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Bidopada
setiap hari kerja dengan surat sebagaimana coragdh pampiran-1,
disertai dengan dokumen:
a. surat pernyataan bahwa BPRS mengalami KesulitardaPe@an

Jangka Pendek disertai dengan:

1) penjelasan penyebab dan upaya yang telah dilakukan,
sebagaimana contoh pada Lampiran-2 dan Lampirgist2at
pernyataan dan laporan arus kas ditandatanganikoliisaris
dan direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang bgrtu

2) fotokopi laporan kas harian yang ditandatanganialype]

berwenang dan neraca harian selama 14 (empat balas)

b. surat ...
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surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadiaagFPJPS
tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidabalvah sitaan,
tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengkieta,memenubhi
seluruh persyaratan agunan FPJPS sesuai butiy $ebhgaimana
contoh pada Lampiran-3 (surat pernyataan ditandatanoleh
komisaris dan direksi BPRS sesuai anggaran dasgrberlaku);
surat pernyataan mengenai kesanggupan membayarla sega
kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo,gaehana
contoh pada Lampiran-4 (surat pernyataan ditandatanoleh
Pemegang Saham Pengendali (PSP), komisaris détsidBERS
sesuai anggaran dasar yang berlaku);

surat pernyataan mengenai kebenaran dan kelengldgiandan
dokumen yang disampaikan namun tidak terbatas padétas
pembiayaan dan agunan yang menyertainya, sebagaiotantoh
pada Lampiran-5 (surat pernyataan ditandatangagh alireksi
BPRS sesuai anggaran dasar BPRS yang berlaku);

surat kuasa dari BPRS kepada Bank Indonesia unelkkokan
pendebetan seluruh rekening BPRS di Bank Umum &yalinit
Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya dalam kaang
pembayaran segala kewajiban BPRS terkait FPJP&gakhbana
contoh pada Lampiran-6 (surat kuasa ditandatanglahi direksi
BPRS sesuai anggaran dasar BPRS yang berlaku);

Apabila terjadi perubahan rekening BPRS di Bank bn&yariah,
Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya, reakat kuasa
yang telah disampaikan wajib diperbaharui.

perhitungan Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal peynaoh
pemberian FPJPS dan proyeksi Rasio Kebutuhan Ktealse
tanggal permohonan sampai dengan berakhirnya jamgieu

permohonan FPJPSsebagaimana contoh pada Lampiran-7
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(perhitungan Rasio Kebutuhan Kas ditandatanganh algeksi

BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);

daftar agunan FPJPS sesuai dengan jenisnya, yaitu:

1) aset Pembiayaan sebagaimana contoh pada Lampifjags
digunakan sebagai lampiran dari Akta Jaminan Fajusi
dan/atau

2) surat berharga milik pemegang saham BPRS sebagaiman
contoh pada Lampiran-8a (juga digunakan sebagapitam
dari Akta Gadai).

(dokumen daftar agunan FPJPS ditandatangani oletiskas dan

direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);

dokumen agunan sesuai dengan jenis agunan FPJP& yan

diserahkan BPRS, yaitu:

1) untuk agunan dalam bentuk aset Pembiayaan:

a) asli akad Pembiayaan antara BPRS dan nasabah;

b) asli pengikatan agunan atas akad Pembiayaan 3RS
dan nasabah secara notariil atau di bawah taigan;

c) bukti kepemilikan agunan yang menjadi jaminan atas
Pembiayaan BPRS.

2) untuk agunan dalam bentuk surat berharga yang ikimil
pemegang saham BPRS:

a) bukti bahwa SBI, SUN, dan/atau SBSN telah diagunkan
(pledge) oleh Sub Registry di BI-SSSS berupa bukgrint-
out yang disertai dengan informadkccount Identifier
Database (AID) dari pemegang saham BPRS dan n&uia
Registry-nya; dan/atau

b) bukti konfirmasi pemblokiran agunan dari KSEI daasih

pemeringkatan dari lembaga pemeringkat yang dialeh

Bank...
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Bank Indonesia, dalam hal surat berharga berbentuk
Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi).

I. konsep akta perjanjian dan pengikatan agunan FRaR& akan
ditandatangani oleh direksi BPRS sesuai denganasaggdasar
BPRS bersangkutan dan pejabat Bank Indonesia dapiaad
Notaris, yaitu:

1) Akta Perjanjian Pemberian FPJPS, sebagaimana cqada
Lampiran-9;

2) Akta Jaminan Fidusia, dalam hal agunan berupa aset
Pembiayaan, sebagaimana contoh pada Lampiran-11;

3) Akta Gadai, dalam hal agunan berupa surat berhgagg
dimiliki pemegang saham BPRS berupa SBI, SUN, SBSN
dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korpgras
sebagaimana contoh pada Lampiran-10.

j.  nama dan nomor rekening BPRS di Bank Umum Syattizn Enit
Usaha Syariah yang akan digunakan sebagai alatkpsshign
BPRS terkait dengan penerimaan FPJPS sebagaimatud qzada
Lampiran-15; dan

k. surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPRimae
penyerahan surat berharga sebagai agunan FPJPS ltdl&PJPS
menggunakan agunan surat berharga milik pemegdragnsBPRS
sebagaimana contoh pada Lampiran-16.

2. Mekanisme pengagunan SBI, SUN dan/atau SBSN, diéakisesuai
dengan mekanisme setelmen transaksi agupladgé) pada ketentuan

BI-SSSS dengacoounterparty Bank Indonesia (INDOIDJA930).

V. PERJANJIAN...
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V. PERJANJIAN PEMBERIAN DAN PENGIKATAN AGUNAN FPJPS

1.

Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap peh@nuseluruh
persyaratan FPJPS yang diajukan BPRS dan anatisigk likuiditas
BPRS.

Dalam hal pengajuan FPJPS disetujui Bank Indonesa:

a. Bank Indonesia dan BPRS menandatangani perjangamberian
FPJPS, Akta Gadai dan/atau Akta Jaminan Fidusia.

b. Bank Indonesia mencairkan FPJPS dengan mengkredikaning
BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syaraigytelah
ditunjuk BPRS.

c. Bank Indonesia membebankan seluruh biaya dalam kaang
pembuatan perjanjian pemberian dan pengikatan ag&raPS
dengan mendebet rekening BPRS di Bank Umum Syalalt
Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya.

Obyek jaminan fidusia yang diagunkan BPRS kepadak Badonesia

mencakup:

a. hak tagih BPRS yang timbul dari akad PembiayaaararBPRS
dengan nasabah; dan

b. segala pendapatan yang diperoleh dari hak tagihnSB&Rara lain
namun tidak terbatas pada pendapatan margin, @G¢xeh), atau
bagi hasil dan klaim asuransi Pembiayaan.

Pengikatan agunan dalam bentuk fidusia didaftarRada Kantor

Pendaftaran Fidusia.

Pengikatan agunan secara gadai dan/atau secarsiafidilakukan

bersamaan dengan penandatangan perjanjian pembeJ&s.

Penetapan jangka waktu pengikatan agunan FPJPSpabesurat

berharga yang dimiliki pemegang saham BPRS adaBlh SUN,

SBSN, dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukukpiioasi) sebagai

berikut:

a. jatuh...



a.
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jatuh tempo pengikatan agunan FPJPS untuk SBI, SEBEN
dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korppradalah 10
(sepuluh) hari kerja setelah FPJPS jatuh tempo.

dalam hal terjadi pelunasan FPJPS pada saat jatnpot maka
pengikatan agunan FPJPS berupa SBI, SUN, SBSN tdan/a
Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi), dapdlepas
(release) pada 1 (satu) hari kerja setelah FPJPS dilunasi.

7. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses pefapgmberian dan
pengikatan agunan FPJPS menjadi beban BPRS perePiRs.
8. Dalam hal pengajuan FPJPS tidak disetujui Bankried@, maka Bank

Indonesia akan memberitahukan secara tertulis|pleao pemberian
FPJPS kepada BPRS.

VI. TATA CARA PENGAJUAN TAMBAHAN PLAFON FPJPS
1. BPRS penerima FPJPS dapat mengajukan tambaham pERdPS

untuk memenuhi kewajiban yang tidak dapat disetesaiBPRS,

dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

Rasio Kebutuhan Kas pada saat pengajuan tambaaftm fPJPS
kurang dari 10% (sepuluh persen);

memiliki agunan yang mencukupi dan memenuhi peatgaryang
ditetapkan; dan

jangka waktu penggunaan FPJPS termasuk perpanjayayaelum

melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender.

2. Jangka waktu setiap penambahan plafon FPJPS askatajpai dengan
jatuh tempo FPJPS.
Contoh:
FPJPS diberikan pada tanggal 1 Desember 2008 d¢aggka waktu
30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jatuh tenkf@JPS adalah
tanggal 30 Desember 2008. Tambahan plafon FPXeSldin kepada

BPRS ...
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BPRS pada tanggal 15 Desember 2008, maka jatuhoteampbahan
plafon FPJPS adalah tetap pada tanggal 30 Des&008r

3. Permohonan tambahan plafon FPJPS kepada Bank kid@eaala setiap
hari kerja dengan surat sebagaimana contoh padaitamiila, disertai
dengan dokumen sebagai berikut:

a. laporan arus kas selama 14 hari kalender terakbelsm tanggal
permohonan tambahan plafon FPJPS, sebagaimanahcpata
Lampiran-2a (laporan arus kas ditandatangani otahigaris dan
direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);

b. perhitungan Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal pemaoh
tambahan plafon FPJPS dan proyeksi Rasio Kebutkiharsetelah
tanggal permohonan tambahan plafon sampai dengakhdaya
jangka waktu FPJPS yang sedang dimintakan tambpladon,
sebagaimana contoh pada Lampiran-7 (perhitunganioRas
Kebutuhan Kas ditandatangani oleh direksi BPRSaemuggaran
dasar yang berlaku);

c. surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadgiaagFPJPS
tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidabaah sitaan,
tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketmgaimana
butir IV.1.b. (dalam hal terjadi perubahan agunBRAdfS);

d. surat pernyataan mengenai kesanggupan membayarla sega
kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo agbaga butir
IV.1l.c;

e. surat pernyataan mengenai kebenaran dan kelengldgiandan
dokumen yang disampaikan namun tidak terbatas padétas
pembiayaan dan agunan yang menyertainya, sebagaiimaiir
IvV.1.d;

f. daftar agunan FPJPS sebagaimana butir IV.1.g sdsagan jenis
agunan FPJPS yang diserahkan BPRS (dalam halitegaubahan

agunan..
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agunan FPJPS);

g. dokumen agunan sebagaimana butir 1V.1.h, sesuayatemenis
agunan FPJPS yang diserahkan BPRS (dalam halitpgadahan
agunan FPJPS);

h. surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPR§mae
penyerahan surat berharga sebagai agunan FPJP&gaisedna
butir 1IV.1.k (dalam hal terjadi perubahan agunanJF® dalam
bentuk surat berharga milik pemegang saham BPR®); d

I. konsepakta addendum perjanjian pemberian FPJPS sebagaiman
contoh pada Lampiran-9a.

. Dalam rangka pengajuan tambahan plafon FPJPS, BB&t

menggunakan agunan yang telah diagunkan atas FseliEumnya,

sepanjang agunan dimaksud masih mencukupi dan nudmen
persyaratan.

. Dalam hal pengajuan tambahan plafon FPJPS dilamgan perubahan

agunan, maka ketentuan agunan FPJPS sebagaimaaksddnpada

butir I1.5, butir I11.3 dan pengikatan agunan sgdianana dimaksud
pada butir V harus dipenuhi BPRS.

. Tambahan plafon FPJPS akan diakumulasikan dengalahuFPJPS

yang belum dilunasi BPRS. Tambahan plafon FPJPS) ydepat

diberikan paling banyak sebesar kebutuhan dan& umancapai Rasio

Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen).

. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap pehsmuseluruh

persyaratan pengajuan tambahan plafon FPJPS yajugah BPRS dan

analisis kondisi likuiditas BPRS.

. Dalam hal pengajuan tambahan plafon FPJPS dis&ajk Indonesia,

maka:

a. Bank Indonesia dan BPRS menandatangani:

1) addendum perjanjian pemberian FPJPS;

2) Akta ...
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2) Akta Gadai dan/atau Akta Jaminan Fidusia, dalaimtdrgadi
perubahan agunan FPJPS;

b. Bank Indonesia mencairkan tambahan FPJPS dengagkreditkan
rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Us8Kariah
yang telah ditunjuk BPRS.

c. Bank Indonesia membebankan seluruh biaya dalam kaang
pembuatan addendum perjanjian dan pengikatan agiraliPS
dengan mendebet rekening BPRS di Bank Umum Syatiait
Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya.

9. Dalam hal pengajuan tambahan plafon FPJPS tidadtujlis Bank

Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahakaara tertulis

penolakan atas pengajuan penambahan plafon FRpR8BPRS.

VIl. TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN FPJPS
1. BPRS dapat mengajukan permohonan perpanjangan FRIPRIa

Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan sebaghut:

a. BPRS akan melunasi imbalan atas FPJPS yang akerpdigang
pada saat jatuh tempo;

b. BPRS diperkirakan tidak dapat memenuhi Rasio KdiariuKas
sebesar 10% (sepuluh persen) dalam jangka wakentersetelah
FPJPS jatuh tempo; dan

c. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratarg yan
ditetapkan.

2. Surat permohonan perpanjangan FPJPS diterima delk Bidonesia
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tangg#ail tempo FPJPS.
3. Dalam rangka perpanjangan FPJPS, BPRS secara lbersadapat

mengajukan tambahan plafon FPJPS.

4. Permohonan..
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4. Permohonan perpanjangan FPJPS diajukan oleh BPR&l&eBank
Indonesia pada setiap hari kerja dengan surat agbaga contoh pada
Lampiran-1b, disertai dengan dokumen:

a. laporan arus kas selama 14 hari kalender terakbielsm tanggal
permohonan perpanjangan FPJPS, sebagaimana comgh p
Lampiran-2a (laporan arus kas ditandatangani otghisaris dan
direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);

b. perhitungan perkiraan Rasio Kebutuhan Kas padaFa#S jatuh
tempo dan proyeksi Rasio Kebutuhan Kas setelah jamnpo
sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjargaiPS,
sebagaimana contoh pada Lampiran-7 (perhitunganioRas
Kebutuhan Kas ditandatangani oleh direksi BPRSaemuggaran
dasar yang berlaku);

C. surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadgiaagFPJPS
tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidabalvah sitaan,
tidak tersangkut dalam suatu perkara atau seng&etmgaimana
butir IV.1.b. (dalam hal terjadi perubahan agunBAmS);

d. surat pernyataan mengenai kesanggupan membayarla sega
kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo agbaga butir
IV.1l.c;

e. surat pernyataan mengenai kebenaran dan kelengldgiandan
dokumen yang disampaikan namun tidak terbatas padétas
pembiayaan dan agunan yang menyertainya, sebagmiaiir
IV.1.d;

f. daftar agunan FPJPS sebagaimana butir IV.1.g sdsugan jenis
agunan FPJPS yang diserahkan BPRS (dalam halitegaubahan
agunan FPJPS);

g. dokumen agunan sebagaimana butir IV.1.h, sesuayateienis
agunan FPJPS yang diserahkan BPRS (dalam halitpgadahan

agunan..
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agunan FPJPS);

h. surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPR§:mae
penyerahan surat berharga sebagai agunan FPJP&gaisehna
butir 1IV.1.k (dalam hal terjadi perubahan agunanJF® dalam
bentuk surat berharga milik pemegang saham BPR®); d

I. konsep akta addendum perjanjian pemberian FPJPR)aeaimna
contoh pada Lampiran-9a.

. Dalam rangka pengajuan perpanjangan FPJPS, BPRSat dap

menggunakan agunan yang telah diagunkan atas F&alEumnya,

sepanjang agunan dimaksud masih mencukupi dan nogmen
persyaratan.

. Dalam hal pengajuan perpanjangan FPJPS diikutyatemperubahan

agunan, maka ketentuan agunan FPJPS sebagaimaaksddnpada

butir 1.5, butir 111.3 dan pengikatan agunan sediatana dimaksud pada
butir V harus dipenuhi BPRS.

. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap pehsmuseluruh

persyaratan pengajuan perpanjangan FPJPS yandgatiaBPRS dan

analisis kondisi likuiditas BPRS.

. Dalam hal pengajuan perpanjangan FPJPS disetujuk Badonesia,

maka:

a. BPRS melunasi imbalan atas FPJPS yang telah jabojhc;

b. Bank Indonesia dan BPRS menandatangani:

1) addendum perjanjian pemberian FPJPS;
2) Akta Gadai dan/atau Akta Jaminan Fidusia, dalamtdrgadi
perubahan agunan FPJPS;

c. Bank Indonesia mencairkan FPJPS dengan mengkradigkaning
BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syarefgytelah
ditunjuk BPRS, dalam hal terdapat penambahan plBRJPS; dan

d. Bank Indonesia membebankan seluruh biaya dalam kaang

pembuatan...
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pembuatan addendum perjanjian dan pengikatan ag&iRa®S
dengan mendebet rekening BPRS di Bank Umum Syauailt
Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya.
9. Dalam hal pengajuan perpanjangan FPJPS tidak piseBank
Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahakaara tertulis

penolakan atas perpanjangan FPJPS kepada BPRS.

VIIl. PENATAUSAHAAN DAN PEMANTAUAN AGUNAN FPJPS
1. Agunan berupa aset Pembiayaan

a. Penatausahaan dokumen aset Pembiayaan yang megjauin
FPJPS dilakukan oleh Bank Indonesia c.q. Direkt®atbankan
Syariah atau Kantor Bank Indonesia sesuai denganpai
kedudukan kantor pusat BPRS.

b. Bank Indonesia dapat meminta BPRS penerima FPIRSp#tak
lain untuk menyimpan dan menatausahakan dokumert ase
Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS.

c. dalam hal dokumen aset Pembiayaan yang menjadaageRJPS
disimpan oleh BPRS penerima FPJPS, maka BPRS harus:

1) memelihara kelengkapan dan keakuratannya; dan

2) menyampaikan dengan segera dokumen dimaksud k&gedtta
Indonesia atau pihak lain, sesuai dengan perminank
Indonesia.

d. Bank Indonesia melakukan pemantauan nilai agundP&MPerupa
aset Pembiayaan, antara lain berdasarkan lapord®S Byang
diterima Bank Indonesia seperti laporan kolektiddi harian aset
Pembiayaan ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan.

e. dalam hal berdasarkan penilaian dan pemantauan Baokesia,
aset Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan selmagaim
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengernli® &EBPRS,

BPRS ...
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BPRS wajib menambah dan/atau mengganti agunan SFPJP
sehingga nilai aset Pembiayaan paling kurang seb&S8%
(seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS yelab disetujui.

f. dalam hal agunan yang diserahkan BPRS untuk mermamba
dan/atau mengganti agunan FPJPS tidak memenuhyapaian
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesig
mengatur mengenai FPJPS BPRS, maka Bank Indoa&sia
mendebet rekening BPRS di Bank Umum Syariah/Uniahds
Syariah/bank umum lain yang ditunjuk sebesar $elm@ncairan
FPJPS dengan kekurangan nilai agunan FPJPS yaergyhpatkan
paling kurang 150%.

2. Agunan berupa surat berharga milik pemegang salHaiREB

a. penatausahaan surat berharga milik pemegang saR&% Bang
menjadi agunan FPJPS dilakukan oleh Bank Indonesgauai
dengan batas kewenangan penatausahaan surat benyang
dimiliki Bank Indonesia.

b. BPRS melakukan penilaian terhadap agunan FPJP Sbgabgntuk
surat berharga milik pemegang saham BPRS secaranhdan
menyampaikan hasil penilaian dimaksud paling lanpio&ul 12.00
waktu setempat kepada :

1) Bank Indonesia cq. Tim Pengawasan BPRS - DPb$; ata
2) KBI setempat dalam hal BPRS berada di wilayafakeBl.

c. hasil penilaian dicocokkan dengan penilaian yargkdkan oleh
Bank Indonesia, dan dalam hal terjadi perbedaang yligunakan
adalah hasil penilaian Bank Indonesia.

d. dalam hal berdasarkan penilaian Bank Indonesianagu@PJPS
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuéamdal
ketentuan Bank Indonesia mengenai FPJPS bagi BBR&S

wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJR%) pairang

sebesar ...
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sebesar plafon FPJPS yang disetujui, dan penambdématatau

penggantian dilakukan dengan prosedur sebagaiuberik

1) BPRS menyampaikan perubahan daftar aset yang nnenjad
agunan FPJPS;

2) BPRS menyampaikan bukti pengagunghedge) SBI, SUN
dan/atau SBSN milik pemegang saham BPRS bepipé out
hasil pengagunan olefub Registry di BI-SSSS berupa bukti
print-out yang disertai dengan informagiccount Identifier
Database (AID) dari pemegang saham BPRS dan nésaa
Registry-nya;

3) BPRS menyampaikan konfirmasi pemblokiran Obligasiriah
Korporasi (Sukuk Korporasi) dari KSEI dan hasil
pemeringkatan Obligasi Syariah Korporasi (Sukukpéoasi)
dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank iraig;

4) BPRS menyampaikan surat kuasa pengagunan dari pameg
saham kepada BPRS atas tambahan dan/atau penggamaa
berharga;

5) Perubahan daftar aset, bukti pengagunan, konfirmasi
pemblokiran, dan surat kuasa pemegang saham dgcanp
kepada Bank Indonesia cq. Tim Pengawasan BPRS -SDPb
atau KBI setempat dalam hal BPRS berada di wilayeia
KBI.

. dalam hal agunan yang diserahkan BPRS untuk meramba

dan/atau mengganti agunan FPJPS tidak memenuhyapaian

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonmesigenai

FPJPS BPRS, maka Bank Indonesia akan mendebeingk&ARS

di Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/bank umam Yyang

ditunjuk sebesar selisih pencairan FPJPS dengamdedan nilai

agunan FPJPS.
IX. PELUNASAN ...
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IX. PELUNASAN FPJPS

1. BPRS harus menyediakan dana dalam jumlah yang cuylaga
rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha i@jadan/atau
bank umum lainnya paling lambat 1 (satu) hari kesgdelum jatuh
tempo FPJPS.

2. Pada tanggal FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia @bhehdekening
BPRS penerima FPJPS di Bank Umum Syariah, Unit &s&yariah
dan/atau bank umum lainnya dengan mendahulukangerdn beban
imbalan FPJPS kemudian pelunasan pokok FPJPS.

3. Dalam hal saldo rekening BPRS di Bank Umum Syaridht Usaha
Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupiuk
pembayaran seluruh beban imbalan dan/atau pokoRS-Ban BPRS
tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperolelpgmangan
FPJPS, maka Bank Indonesia akan melakukan eksajuisan.

4. Dalam hal BPRS melakukan pelunasan FPJPS lebilt depajangka
waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pemberiaiPS? maka:

a. BPRS menyampaikan surat permohonan kepada Bankédso
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggfdimasan FPJPS
dipercepat, yang ditandatangani oleh direksi BP&S3uai
anggaran dasar yang berlaku;

b. Bank Indonesia mendebet rekening BPRS penerima3-BiJBank
Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank urhaimmya
sebesar pokok dan beban imbalan FPJPS sampaindearggal
pelunasan FPJPS.

Contoh:

Pada tanggal 28 Januari 2010 BPRS mendapatkan FRalP8ank
Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 dengan jangk&u va® (tiga
puluh) hari kalender yaitu jatuh tempo pada tan@gaFebruari 2010.

BPRS ...
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BPRS akan melakukan pelunasan FPJPS lebih cepatpgala tanggal
8 Februari 2010 dan BPRS telah mengajukan suratmgienan
pelunasan FPJPS pada tanggal 7 Februari 2010.

Laporan keuangan publikasi triwulanan posisi teiralgang diterima
oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalammtkere Bank
Indonesia mengenai transparansi kondisi keuang&tSBRdalah posisi
bulan September 2009 dan diketahui realisasi &hgkbalan BPRS
sebelum didistribusikan adalah sebesar 10%.

Perhitungan nilai imbalan FPJPS adalah sebagd&uteri

P =Rp100.000.000,00

R =10%

k =90%

t =12 (28 Januari s.d 8 Februari 2010)

Jumlah imbalan FPJPS:

= Rp100.000.000,00 x 10% x 90% x 12/360

= Rp300.000,00

Jumlah pelunasan FPJPS:

= nominal pokok + imbalan FPJPS

= Rp100.000.000,00 + Rp300.000,00

= Rp100.300.000,00

X. EKSEKUSI AGUNAN FPJPS
1. Bank Indonesia berwenang untuk mengeksekusi agiRdRPS dalam
hal FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening BPRS dk Bamum
Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umumnyaintidak
mencukupi untuk membayar beban imbalan dan/atawkp®PJIPS
serta BPRS tidak lagi memenuhi persyaratan untuknpeeoleh
perpanjangan FPJPS.

2. Dalam ...
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2. Dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, eksakusan dilakukan
oleh Bank Indonesia dengan cara sebagai berikut:

a. menjual hak tagih secara langsung atau melalui dgialdelang;
atau

b. memberi kuasa kepada BPRS untuk melaksanakan psmjbhak
tagih.

3. Dalam hal agunan berupa SBI, SUN, SBSN dan/ataig&lSyariah
Korporasi (Sukuk Korporasi), eksekusi agunan dikaku oleh Bank
Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah tenadirkondisi
sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan caraasdisaikut:

a. Agunan berupa SBI

Eksekusi agunan dilakukan dengan cara pelunasans&idium

jatuh tempo éarly redemption).

b. Agunan berupa SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariatpétasi

(Sukuk Korporasi)

1) eksekusi agunan dilakukan dengan cara penjualamaagu
melalui pialang berdasarkan harga penawaran yabagilte

2) setelmen penjualan agunan sebagaimana dimaksudbpdda
1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sstgbenjualan
agunan (T+2);

3) dalam hal pialang tidak berhasil melakukan penjuaampai
dengan 5 (lima) hari kerja setelah FPJPS jatuh ecemmaka
agunan BPRS yang tidak terjual akan tetap menjgdnan
FPJPS sampai dengan BPRS dapat melunasi nilai geRORS
ditambah beban imbalan FPJPS dan biaya lain yamgite
dengan pemberian FPJPS.

4. Eksekusi agunan SBSN sebagaimana dimaksud dalan3 llitakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. calon ...
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a. calon pembeli agunan dapat merupakan bank atavapgian yang
telah memiliki rekening penatausahaan surat beshaig Sub
Registry.

b. pada hari pelaksanaan eksekusi agunan, pialang eniau
laporan kepada Bank Indonesia c.q. BOpM-DPM yandipune
nama calon pembeli, kuantitas dan harga penawanag giajukan
calon pembeli paling lambat sampai dengan pukuDQ6VIB
melalui BI-SSSS dan/atau faksimili.

c. Bank Indonesia akan mengumumkan calon pembeli agyaag
penawarannya diterima melalui pialang.

d. bank pembeli agunan atau perorangan yang bertirsgddagai
pembeli agunan melalBub Registry melakukan setelmen pada 1
(satu) hari kerja setelah diumumkan sebagai penageinan oleh
Bank Indonesia.

Hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pshmgPJPS.

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses eksagusian menjadi

beban BPRS penerima FPJPS dan Bank Indonesia akkakukan

pendebetan rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Wsaha

Syariah dan/atau bank umum lainnya.

Selama pelaksanaan eksekusi belum selesai darnf&aBS belum

dilunasi, BPRS tetap dikenakan beban imbalan FB@&P§ besarnya

dihitung berdasarkan pokok FPJPS yang belum diiudengan tingkat
imbalan FPJPS terakhir.

Dalam hal nilai eksekusi agunan lebih besar damlahh pokok FPJPS

ditambah dengan akumulasi beban imbalan FPJPS idga &ksekusi

agunan, Bank Indonesia mengkredit rekening BPR8atik Umum

Syariah atau Unit Usaha Syariah sebesar kelebiterdimaksud.

Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil damlagh pokok FPJPS

ditambah dengan akumulasi beban imbalan dan biesekesi agunan

FPJPS ...
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FPJPS, Bank Indonesia mendebet rekening BPRS dk BAnum
Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umumnyainsebesar
kekurangan nilai dimaksud.

10. Dalam hal saldo rekening BPRS di Bank Umum Syari#ini Usaha
Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupiuk
pendebetan sebagaimana ketentuan butir 9, BPR® waginyetor
tambahan dana ke rekening tersebut untuk menutkiprdegan nilai

dimaksud.

Xl. PELAPORAN FPJPS
1. BPRS penerima FPJPS wajib menyampaikan rencanaktiperbaikan
(action plan) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) keja setelah
perjanjian atau addendum perjanjian pemberian FEiBSatangani.
2. BPRS penerima FPJPS wajib menyampaikan laporamasedagguan
kepada Bank Indonesia, berumadcopy dansoftcopy yang terdiri dari:
a. Perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian, sebagaincantoh
pada Lampiran-12;

b. Kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang dijammk
sebagaimana contoh pada Lampiran-13; dan

c. Penggunaan FPJPS harian, sebagaimana contoh pagada14.

3. Laporan FPJPS mingguan disampaikan pada hari kesd ke-15 , hari
ke-22, hari ke-29, dan/atau hari ke-31 setelahgalngencairan FPJPS,
sesuai dengan jangka waktu FPJPS.

4. Laporan terakhir FPJPS disampaikan pada hari lka&teu 1 (satu) hari
setelah tanggal jatuh tempo FPJPS sesuai denggkajavaktu FPJPS.
Laporan terakhir FPJPS yang disampaikan BPRS kedaatak

Indonesia berupa laporan Rasio Kebutuhan Kas dgrorda

enggunaan..
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penggunaan FPJPS harian sebagaimana dimaksud datan2.a dan

2.c.

Apabila tanggal laporan sebagaimana dimaksud paiita3dan butir 4

jatun pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari limasional, maka

laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Contoh 1:

BPRS menerima pencairan FPJPS pada hari Jum’ggaht5 Januari

2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kdden Laporan

mingguan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a) Laporan FPJPS pertama (hari ke-8) disampaikan padalum’at,
tanggal 22 Januari 2010 untuk periode tanggal d52%. Januari
2010.

b) Laporan FPJPS kedua (hari ke-15) disampaikan padalam’at,
tanggal 29 Januari 2010 untuk periode tanggal 8228. Januari
2010.

c) Laporan FPJPS ketiga (hari ke-22) disampaikan padiaJum’at,
tanggal 5 Februari 2010 untuk periode tanggal 2%uda s.d 4
Februari 2010.

d) Laporan FPJPS keempat (hari ke-29) disampaikan paata
Jum’at, tanggal 12 Februari 2010 untuk periode gahé s.d 11
Februari 2010.

e) Laporan FPJPS kelima (hari ke-31) disampaikan eaiaSenin,
tanggal 15 Februari 2010 untuk periode tanggal.d218 Februari
2010 (hari ke-31 jatuh pada hari Minggu, sehinggpofan
disampaikan pada hari Senin berikutnya).

Contoh 2:

BPRS menerima pencairan FPJPS pada tanggal 15iJ201L@ dengan

jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender. Lapomingguan yang

disampaikan adalah sebagai berikut:

a) Laporan ...
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a) Laporan FPJPS pertama (hari ke-8) disampaikan padaJum’at,
tanggal 22 Januari 2010 untuk periode tanggal @52%. Januari
2010.

b) Laporan FPJPS kedua (hari ke-15) disampaikan padalam’at,
tanggal 29 Januari 2010 untuk periode tanggal 8228. Januari
2010.

c) Laporan FPJPS ketiga (hari ke-16) disampaikan peda Senin,
tanggal 1 Februari 2010 untuk tanggal 29 JanuatDZbari ke-15
jatuh pada hari Sabtu, sehingga laporan disampajieda hari

Senin berikutnya).

Xll. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terh&IRS atas
kebenaran dokumen dan data/informasi yang disampd8PRS serta
penggunaan FPJPS, termasuk pemeriksaan atas ag&d&%E yang
disampaikan oleh BPRS.

2. Bank Indonesia dapat meminta BPRS untuk melakukadakan
tertentu guna penyelesaian kesulitan pendanaakgapgndek BPRS
atau tidak melakukan tindakan tertentu yang damgatambah kesulitan
pendanaan jangka pendek BPRS.

Xlll. KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN, PENAMBAHAN, DAN/ATAU
PERPANJANGAN FPJPS SERTA ALAMAT PENYAMPAIAN
PERMOHONAN, PENAMBAHAN, PERPANJANGAN DAN/ATAU
LAPORAN FPJPS
1. Surat dan/atau dokumen dalam rangka permohonamnyehan,

perpanjangan dan/atau laporan FPJPS oleh BPRS ghgan kepada

Bank Indonesia dengan alamat:
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a. Bank Indonesia up. Direktorat Perbankan Syariah, MIH.
Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPRS yang beokgmnisat di
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kalempdbta
Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Provinsi Bandésu

b. Bank Indonesia up. Kantor Bank Indonesia (KBI) sgiat, bagi
BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah sebaganpada butir
1, dengan tembusan kepada Direktorat PerbankaimB8yar

2. Keputusan atas permohonan, penambahan dan/ataanargan

FPJPS yang diajukan BPRS dilakukan oleh Deputi GuiveBank

Indonesia yang membidangi berdasarkan rekomendasektDr

Direktorat Perbankan Syariah atau Pemimpin Kant@ankBIndoensia

sesuai dengan tempat kedudukan BPRS.

XIV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlakadap tanggal
31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymeagan Surat
Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita N&ggablik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

DPbS



